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KATA PENGANTAR 

Hukum Perdata merupakan serangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum 

antara orang yang satu dengan orang lain, atau kelompok yang satu dengan kelompok lain 

dengan menitik beratkan kepeda kepentingan perseorangan. Apabila kepentingan perseorangan 

ini dilanggar oleh pihak lain, maka inisiatif untuk mempertahankannya berada pada pihak yang 

berkepentingan itu sendiri dan tidak ada pihak lain yang akan mempertahankannya. Kecuali 

dengan seizin atau mendapatkan kuasa khusus dari pihak yang berkepentingan. Bagaimana 

cara mempertahankan kepentingan salah satu pihak yang dilanggar tersebut adalah dengan 

menggunakan hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan. Penggunaan hukum acara 

perdata melalui lembaga peradilan untuk mempertahankan kepentingan tersebut diperlukan 

suatu keahlian khusus melalui pelatihan, kemahiran hukum atau praktek peradilan perdata. 

Praktek peradilan perdata, sebelumnya bernama pendidikan dan latihan kemahiran hukum, 

yang mana di fakultas hukum universitas Syiah Kuala diberikan dalam bentuk mata kuliah:  

Pendidikan dan latihan kemahiran hukum dengan Bobot 6 SKS untuk lima bidang keahlian 

yaitu:  Bidang ke ahlian penanganan perkara perdata, ke ahlian penanganan perkara pidana, 

berita acara pada peradilan tata usaha negara, pembuatan kontrak dan perancangan perundang 

undangan (Qanun) atau legal drafting.  Akan tetapi dalam kurikulum Baru tahun 2016 telah 

menjadi 8 SKS, khusus praktek peradilan perdata sudah menjadi 2 SKS.  

 

Modul mengenai ke ahlian penanganan perkara perdata (teknik beracara) yang  Sehari hari 

dipraktekkan pada peradilan umum dan peradilan agama / mahkamah Syariah  Ini disiapkan 

untuk memudahkan bagi mahasiswa yang sedang mengikuti kuliah pendidikan dan latihan 

kemahiran hukum,  Khususnya dalam rangka penanganan perkara perdata pada kedua 

lingkungan peradilan tersebut. Penyusunan modul teknik Beracara dalam perkara perdata ini 

masih merupakan tahap awal, sehingga masih terdapat kekurangan dan kelemahan kelemahan 

sebagai modul yang representatif. Oleh karena itu maka kritik dan saran yang bersifat 

konstruktif sangat diharapkan dari berbagai pihak agar modul ini akan lebih sempurna untuk 

masa masa mendatang. 

 

Darussalam, Februari 2020  

 

Penulis 
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         PERTEMUAN 1 

Materi Praktek 

I. Sistematika Naskah Akademik 

Naskah Akademik adalaha naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil 

penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan 

secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-

Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota (Qanun), sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum 

masyarakat. Adapun Sistematika dari naskah akademik dimaksud adalah sebagai berikut : 

 

JUDUL 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

BAB I PENDAHULUAN 

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG  

UNDANGAN TERKAIT 

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS 

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP  

MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN  

DAERAH PROVINSI, PERATURAN DAERAH  

KABUPATEN/KOTA (QANUN) 

 

BAB VI PENUTUP 

DAFTAR PUSTAKA 

 



II. Sistematika PeratUran Perundang-Undangan 

 Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum 

yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat 

yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. 

Adapun Sistematika dari Peraturan Perundang-Undangan dimaksud adalah sebagai berikut 

:  

A. JUDUL 

B. PEMBUKAAN 

1. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa (Untuk Qanun sesuaikan dengan 

Qanun No. 5 tahun 2011) 

2. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan  

3. Konsiderans 

4. Dasar Hukum 

5. Diktum  

C. BATANG TUBUH 

1. Ketentuan umum  

2. Materi Pokok yang Diatur 

3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan) 

4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan) 

5. Ketentuan Penutup 

D. PENUTUP 

E. PENJELASAN (jika diperlukan) 

F. LAMPIRAN (jika diperlukan) 

 

 



 

 

 

 

 

 

          PERTEMUAN 2 

Materi Praktek 

I.  Pendahuluan Dalam Penyusunan Naskah Akademik 

 

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, 

identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian. 

A.  Latar Belakang 

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan 

Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Undang-Undang atau 

Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa 

pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah 

suatu Peraturan Perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam 

dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan  

materi muatan  Rancangan U (Untuk Qanun sesuaikan dengan Qanun No. 5 

Tahun 2011) Undang-Undang  atau Rancangan Peraturan Daerah yang akan 

dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi 

filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya  

penyusunan pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan 

Peraturan Daerah. 



 

B.    Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah memuat rumusan  mengenai masalah apa yang akan 

ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya 

identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok 

masalah, yaitu sebagai berikut : 

1) Permasalahan apa  yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan 

bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi. 

2) Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan 

Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti 

membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut. 

3) Apa yang menjadi pertimbangan ataulandasan filosofis, sosiologis, yuridis 

pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah. 

4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, 

dan arah pengaturan. 

 

C. Metode 

        Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan 

penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang 

berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat   

dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode 

yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif 

dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang 

berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, 

atau dokumen lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi 



lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi 

(focus group discussion), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau 

sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau 

penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan 

dengan observasi yang mendalam serta penyebarluasan kuesioner untuk 

mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap  

Peraturan Perundang-undanganyang diteliti. 

 

II. Kajian Teoretis dan Empirik Dalam Penyusunan Naskah Akademik 

Pada bagian ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, 

praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi social, politik, dan ekonomi, 

keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Undang-Undang, Peraturan Daerah 

Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

Bagian ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut : 

A. Kajian teoritis 

B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma 

C. Analisis terhadap penentuan asas-asa ini juga memperhatikan berbagai aspek 

bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, 

yang berasal dari hasil penelitian. 

D. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan 

yang dihadapi masyarakat. 

E. Kajian terhadap implikasi penerapan system baru yang akan diatur dalam Undang-

Undang atay Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan 

dampaknya tehadap aspek beban keuangan negara. 

 



 

 

 

 

 

          PERTEMUAN 3 

Materi Praktek 

I. Bagian Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait Dalam Naskah  

Akademik 

 

  Bagian ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait 

yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Undang-Undang dan Peraturan 

Daerah  baru dengan Peraturan Perundang-undang lain, harmonisasi secara vertikal dan 

horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undang yang ada, termasuk Peraturan 

Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan 

Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan 

Undang-Undang ata Peraturan Daerah yang baru. 

  Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk 

mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur 

substansi mengenai atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi 

dari Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat 

menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan 

yang ada serta posisi dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah untuk menghindari 

terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi 

bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukkan Undang-



Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang akan 

dibentuk. 

 

 

 

II. Bagian Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Dalam Penyusunan Naskah 

Akademik 

 

1. Landasan Filosofis 

 Landasan Filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan 

bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, 

dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia 

yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Landasan Sosiologis 

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang 

menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut 

fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan 

negara. 

3. Landasan Yuridis 

Landasan Yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan 

bahwa peraturan yang dibentuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi 

kekosongan  dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan di ubah 

atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan 

masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hokum yang berkaitan dengan 



substansi atau ,ateri yang diatur sehingga perlu dibentuk  Peraturan Perundang-

Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu antara lain, peraturan yang 

sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis 

peraturan yang lebih rendah dari  Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, 

peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama 

sekali belum ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

        PERTEMUAN 4 

Materi Praktek 

I. Jangkauan, Arah Pengaturan, Dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang, 

Peraturan Daerah Provinsi, Atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 

 

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi 

muatan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau 

Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/Kota yang akan dibentuk. 

  Dalam bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran 

yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan  

yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup 

materi pada dasarnya mencakup : 

1.  Ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah dan frasa; 

2.  Materi yang akan diatur; 

3.  Ketentuan sanksi; dan 

4.  Ketentuan peralihan 

 

II. Bagian Penutup 

Bagian penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran. 

A. Simpulan 



  Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik 

penyelenggaraan , pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab 

sebelumnya. 

B. Saran 

  Saran memuat antara lain  

1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademikdalam suatu Peraturan Perundang-

undangan atau Peraturan Perundang-undangan dibawahnya. 

2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan undang-

undang/Rancangan Peraturan Daerah dalam program Legislasi Nasional /Program 

Legislasi Daerah. 

 

III. Daftar Pustaka 

  Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang-undangan, dan jurnal yang 

menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PERTEMUAN 5  

 

Materi Praktek 

 

1. Bagian Judul Peraturan Perundang-Undangan  

 

1. Judul Peraturan Perundang-undangan memuat keterangan mengenal jenis, nomor, 

tahun pengundangan atau penetapan, dan nama Peraturan Perundang-undangan.  

 

2. Nama Peraturan Perundang-undangan dibuat secara singkat dengan hanya 

menggunakan (satu) kata atau frasa tetapi secara esensial maknanya telah dan 

mencermmkanisi Peraturan Perundang-undangan. 

 

 

Contoh nama Peraturan perundang-undangan yang menggunakan 1 (satu)  kata : 

- Paten; 

- Yayasan; 

- Ketenagalistrikkan. 

 

Contoh nama Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan frasa :  

 

- Kenerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum; - Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah; 

- Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan  

 

3. Judul Peraturan Perundang-undangan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang 

diletakkan di tengah marjin tanpa diakhiri tanda baca. 

Contoh : 

a. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 



NOMOR 6 TAHUN 2011 

TENTANG  

KEIMIGRASIAN 

 

b. PERATURAN DAERAH PROVINSI 

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 8 TAHUN 2007 

TENTANG 

KETERTIBAN UMUM 

 

c. QANUN KABUPATEN ACEH JAYA  

NOMOR 2 TAHUN 2010  

TENTANG  

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDKAN 

 

d. PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA 

 NOMOR 5 TAHUN 2010  

TENTANG  

KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN  

ANGGOTA  MAJELIS RAKYAT PAPUA  

 

e. PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA 

NOMOR 23 TAHUN 2008 TENTANG  

HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN HAK 

PERORANGAN WARGA MASYARAKAT ADAT  ATAS TANAH 

 

 

4.  Judul Peraturan Perundang-undangan tidak boleh ditambah dengan singkatan atau 

akronim  

Contoh yang tidak tepat dengan menambah singkatan 

 

 a.                             UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  

                           NOMOR ... TAHUN  

                                     TENTANG  



                                      ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)  

 

 

b.                                PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  

                      NOMOR 9 TAHUN 2005  

                                    TENTANG  

                LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  KELUKELURAHAN (LPMK) 

 

Contoh yang tidak tepat dengan menggunakan akronim  

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN  

                NOMOR ... TAHUN  

                          TENTANG 

                              PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH (PROLEGDA)  

 

5. Pada nama Peraturan Perundang-undangan perubahan ditambahkan frasa perubahan 

atas di depan judul Peraturan Perundang-Undangan yang diubah.  

Contoh 

a                              UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

                      NOMOR 2 TAHUN 2011 

                                    TENTANG  

                                  PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 

        TENTANG PARTAI POLITIK  

 

                                         PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  

               NOMOR I4 TAHUN 2009  

                              TENTANG  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  

                                     NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG POKOK-POKOK   

                                                 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  

 

 



6. Jika Peraturan Perundang-undangan telah diubah lebih dari (satu) kali, di antara kata 

perubah dan kata atas disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan 

tersebut telah dilakukan, tanpa merinci perubahan sebelumya.  

 

Contoh  

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  

                         NOMOR 21 TAHUN 2007  

                                 TENTANG 

                          PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR                  

                            24 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN    

                      KEUANGAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

 

Contoh Peraturan Daerah  

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA  

                            NOMOR 3 TAHUN 2011  

                                          TENTANG  

                                     PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6   

              TAHUN 2007 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS  

                                      DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 

 

7. Jika Peraturan Perundang-undangan yang diubah mempunyai nama singkat,       

Peraturan Perundang-undangan perubahan dapat menggunakan nama singkat 

Peraturan Perundang-undangan yang diubah.  

 

8. Pada nama Peraturan Perundang-undangan pencabutan ditambahkan kata pencabutan 

di depan judul Peraturan Perundang-undangan yang dicabut.  

 

Contoh 

 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  

                     NOMOR 3 TAHUN 2010  

                                 TENTANG  

                            PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-  

                              UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS              

                            UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI   

                                            PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI 

 



 

 

Contoh Peraturan Daerah 

 

                         PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  

                  NOMOR 4 TAHUN 2010  

                                TENTANG  

                      PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN   

                                      SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN  

                                 TRAYEK DAN IZIN ANGKUTAN KHUSUS DI PERAIRAN  

                                          DARATAN LINTAS KABUPATEN ATAU KOTA  

 

9. Pada nama Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) yang d  

ditetapkan menjadi Undang-Undang, ditambahkan kala penetapan di depan judul 

Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan dan diakhiri dengan fi'asa menjadi 

Undang-Undang.  

 

Contoh  

 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  

                 NOM OR 15 TAHUN 2003 

                                 TENTANG   

                             PENETAPAN PERATURAN PEMERFNTAH PENGGANTI UNDANG-         

                              UNDANG NOMOR I TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN  

                                TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG-UNDANG  

 

10. Pada nama Peraturan Perundang-undangan pengesahan perjanjian atau persetujuan 

internasional, ditambahkan kata pengesahan di depan nama perjanjian atau 

persetujuan internasional yang akan disahkan.  

 

Contoh : 

 UNDANG-UNDANG NOMOR 47 TAHUN 2007  

                                   TENTANG  

                            PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN     

                 AUSTRALIA TENTANG KERANGKA KERJA SAMA KEAMANAN   

                           (AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND  

                        AUSTRALIA ON THE F RAMEWORK F OR SECURITY COOPERATION)  

 

12. Jika dalam perjanjian atau persetujuan internasional bahasa Indonesia digunakan 

sebagai salah satu teks resmi, nama perjanjian atau persetujuan ditulis dalam bahasa 

Indonesia, yang diikuti oleh bahasa asing dari teks resmi yang ditulis dengan huruf 

cetak miring dan diletakkan di antara tanda baca kurung.  

 



Contoh : 

 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  

                     NOMOR 4 TAHUN 20l0  

                                  TENTANG 

                     PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN  

                 REPUBLIK SINGAPURA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT   

                 WILAYAH KEDUA NEGARA Dl BAGIAN BARAT SELAT SINGAPURA, 

                             2009  

 

                        (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE  

                        REPUBLIC OF SINGAPORE RELATING DELIMITATION OF THE   

                   TERRITORIAL SEAS OF THE TWO COUNTRIES IN THE WESTERN PART  

OF THE STRAIT OF SINGAPORE. 2009)  

 

13. Jika dalam perjanjian atau persetujuan internasional, bahasa Indonesia tidak 

digunakan sebagai teks resmi, nama perjanjian atau persetujuan ditulis dalam bahasa 

Inggris dengan huruf cetak miring, dan diikuti oleh terjemahannya dalam bahasa 

Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung 

 

 

Contoh 

                                                    UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  

                                                                       NOMOR 5 TAHUN 2009  

                                                                                 TENTANG  

                                          PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST              

                                                           TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME  

                   (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK  

                                   PIDANA TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI)  

 

 

II. Bagian Pembukaan Dari Peraturan Perundang-Undangan 

 

Pembukaan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas  

a. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa'  

b. Jabatan pembentuk Peraturan Perundang-undangan : 

c. Konsiderans, 

d. Dasar Hukum; dan  

e. Diktum 

 



Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa  

 

Pada pembukaan tiap jenis Peraturan Perundang-undangan sebelum nama jabatan 

pembentuk Peraturan Perundang-undangan dicatumkan dengan Frasa Dengan Rahmat 

Tuhan yang Maha Esa yang ditulis seluruhnyadengan huruf kapital yang diletakkan di 

tengah marjin 

 

Jabatan Pembentuk Peraturan Pcnmdang-undangan 

 

Jabatan Pembentuk Peraturan Pcnmdang-undangan ditulis seluruhnya dengan huruf 

kapital yang diletalkan di tengah marjin dan diakhiri dengan tanda baca koma.  

contoh : Jabatan pembentuk  Undang undang : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  

contoh jabatan pembentuk Peraturan Daerah Provinsi GUBERNUR  

                                                   JAWA BARAT, 

 

Contoh jabatan pembentuk Peraturan Daerah Kabupaten BUPATI  

                                                  GUNUNG KIDUL.  

 

Contoh jabatan pembentuk Peraturan Daerah Kota  

                                                              WALIKOTA DUMAI,  

 

Konsiderans  

1. Konsiderans diawali dengan kata Menimbang.  

 

2. Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan 

    dan alasan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.  

 

3. Pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan 

Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi 

pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan 

dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.  

 

- Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan    

pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta 



falsafah bangsa lndonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UndangUndang 

Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945.  

 

-Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.  

 

-Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi 

permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan 

yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum 

dan rasa keadilan masyarakat.  

 

Contoh :  

 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas  

Menimbang : a. bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi  

ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadiIan, berkelanjutan, 

berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan 

kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan 

perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat;  

 

b. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan perekonomian  

nasional dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha 

dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa mendatang, perlu 

didukung oleh sualu undang-undang yang mengatur lcnlang perseroan terbatas 

yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif;  

 

c. bahwa perseroan terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian 

nasional perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan 

nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;  

d.  bahwa Undang-Undang Nomor l Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas 

dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan 

kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang 

baru;  

e.  bahwa berdasalkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. huruf 

b. huruf c. dan huruf d perIu membentuk Undang-Undang tentang Perseroan 

Terbatas;  

 

 

Contoh 

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2009  

tentang Sistem Kesehatan Daerah  

 



Menimbang : a. bahwa derajat kesehatan masyarakat yang semakin tinggi merupakan investasi 

strategis pada sumber daya manusia supaya semakin  

produktif dari waktu ke waktu;  

 

b. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat perlu diselenggarakan 

pembangunan kesehatan dengan batas-batas peran, fungsi,tanggung jawab, dan kewenangan 

yang jelas, akuntabel, berkeadilan, merata, bermutu, berhasil guna dan berdaya guna;  

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian  

 

hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan kesehatan;  

 

4. Pokok pikiran yang hanya menyatakan bahwa Peraturan Perundangundangan dianggap perlu 

untuk dibentuk adalah kurang tepat karena tidak mencerminkan  

pertimbangan dan alasan dibentuknya Peraturan Perundang-undangan tersebut. Lihat juga 

Nomor 24,  

 

5. Jikka konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, setiap pokok pikiran dirumuskan 

dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian.  

 

6. Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad, dan dirumuskan dalam satu kalimat 

yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma. Contoh :  

Menimbang : a bahwa …;  

b bahwa ...;  

c. bahwa ...;  

d. bahwa ...;  

 

7. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pertimbangan, rumusan butir pertimbangan  

terakhir berbunyi sebagai berikut :  

 

Contoh l : Konsiderans Undang-Undang 

 

Menimbang : a. bahwa...;  

b. bahwa ...;  

c. bahwa ...;  

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf 

c perlu membentuk Undang-Undang tentang .;  

 

Contoh 2 : Konsiderans Peraturan Daerah Provinsi '  

 

Menimbang : a. bahwa ...;  

b. bahwa ...;  

c, bahwa …;  

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a., huruf b. dan huruf 

c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang...; .  



8. Konsiderans Peraturan Pemerintah cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian 

ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari 

UndangUndang yang memerintahkan pembentukan Peraturan Pemerintah tersebut dengan 

menunjuk pasal atau beberapa pasal dari Undang-undang yang memerintahkan 

pembentukannya.  

Contoh :  

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa,  

Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.  

 

Menimbang : bahwa untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas 

dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan 

angkutan jalan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93, Pasal 101, Pasal 102 ayat (3), 

Pasal 133 ayat (5) dan Pasal 136 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen dan 

Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebumhan Lalu Lintas;  

 

9.Konsiderans Peraturan Presiden cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas 

mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang 

atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukan Peraturan Presiden tersebut 

dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah 

yang memerintahkan pembentukannya.  

 

Contoh :  

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk 

Penambangan Bawah Tanah.  

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 20l0 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, perlu menetapkan Peraturan 

Presiden tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Penambangan Bawah Tanah;  

 

10. Konsiderans Peraturan Presiden untuk menyelanggarakan kekuasaan pemerintahan 

memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan 

pembentukan  

Peraturan Presiden.  

 

11. Konsiderans Peraturan Daerah cukup memuat satu penimbangan yang berisi uraian ringkas 

mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang 

atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukannya  

Contoh  

Peaturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 8 Tahun 2010 tentang Hutan Kota  

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 63 

Tahun 2002 tentang Hutan Kota perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Hutan Kota;  

 

Dasar Hukum  



 

1. Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat. 

 Dasar hukum memuat :  

a. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan  

b. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan n Perundang-undangan 

 

2. Dasar hukum pembentukan Undang-Undang yang berasal dari DPR adalah Pasal 20 dan 

Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

3. Dasar hukum pembentukan Undang-Undang yang berasal dari Presiden adalah Pasal 5 ayat 

(1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945 

 4 Dasar hukum pembentukan Undang-Undang yang berasal dari DPR atas usul DPD adalah 

Pasal 20 dan P. sal 22D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 

I945. '  

 

5. Jika Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945 memerintahkan 

langsung untuk membentuk Undang-Undang pasal yang memerinntahkan dicantumkan dalam 

dasar hukum.  

 

Contoh '  

Mengingat : Pasal 15, Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik 

lndonesia Tahun 1945; 

Contoh tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda 

Jasa, dan Tanda Kehormatan.  

 

6. Jika materi yang diatur dalam Undang-Undang yang akan dibentuk merupakan penjabaran 

dari pasal atau beberapa pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun I945, 

pasal tersebut dicantumkan sebagai dasar hukum.  

 

Contoh I (RUU yang berasal dari DPR):  

Mengingat : Pasal 20. Pasal 21, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (1), ayat (2), ayat (4), Pasal 

33 ayat (3), Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

lndonesia Tahun I945;  

 

Contoh tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan 

Kawasan Pemukiman.  

 

Contoh 2 (RUU yang berasal dari Presiden) :  

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 26 ayat (2), dan Pasal 28E ayat (1) Undang-

Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun I945;  

Contoh tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian  

 

7. Dasar hukum pcmbentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

adalah Pasal 22 ayat (I) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

 



8. Dasar hukum pembentukan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang adalah Pasal 5 ayat (l), Pasal 20, dan 

Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun I945.  

 

9. Dasar hukum pembentukan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang adalah Pasal 5 ayat (l), Pasal 20, dan Pasal 22 ayat (3) Undang-

Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun I945.  

 

10. Dasar hukum pembentukan Peraturan Pemerintah adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik lndonesia Tahun I945.  

 

11. Dasar hukum pembentukan Peraturan Presiden adalah Pasal 4 ayat (l) Undang- 

Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun I945. 

12.  Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang 

 

Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun I945, Undang-Undang tentang Pem bentukan 

Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.  

 

13. Jika terdapat Peraturan Pcrundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun |945 yang memerintahkan secara langsung pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan, Peraturan Perundang-undangan tersebut dimuat di dalam dasar hukum.  

 

Cantoh : 

 

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun l945;  

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik 

lndonesia Nomor 4846);  

 

Contoh ini terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  

 

14. Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya Peraturan 

Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.  

 

15. Peraturan Perundang-undangan yang akan dicabut dengan Peraturan Perundang-undangan 

yang akan dibentuk, Peraturan Perundang-undangan yang sudah diundangkan tetapi belum 

resmi berlaku, tidak dicantumkan dalam dasar hukum.  

 

16. Jika jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, 

urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan Peraturan Perundang-undangan dan jika 

tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau 

penetapannya.  

 



17. Dasar hukum yang diambil dari pasal atau beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik lndonesia Tahun 1945 ditulis dengan menyebutkan pasal atau beberapa pasal. 

Frasa Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun I945 ditulis sesudah 

penyebutan pasal terakhir dan kedua huruf u ditulis dengan huruf kapital.  

 

Contoh 

Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun I945,  

18. Dasar hukum yang bukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun l945 

tidak perlu mencantumkn pasal, tetapi cukup mencantumkan jenis dan nama Peraturan 

Perundang-undangan tanpa mencantumkan frasa Republik lndonesia 

19. Penulisan jenis Peraturan Perundang-undangan dan rancangan Peraturan Perundang-

undangan di awali dengan huruf kapital  

 

Contoh . Undang-Undang, Peraturan Pemerintah , Peraturan Presiden, Peraturan Daerah 

Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Rancangan Undang-Undang, Rancangan 

Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi 

dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.  

 

20. Penulisan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah dalam dasar hukum dilengkapi 

dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara 

Republik lndonesia yang diletakkan dl antara tanda baca kurung.  

 

Contoh  

 

Mengingat 1. ... : 

2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik 

lndonesia Tahun 2011 Nomor 52. Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 

5216),  

 

Penulisan Peraturan Presiden tentang pengesahan perjanjian internasional dan Peraturan 

Presiden tentang pernyataan keadaan bahaya dalam dasar hukum dilengkapi dengan 

pencantuman Lembaran Negara Republik lndonesua dan Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung.  

 

21. Penulisan Peraturan Daerah dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Lembaran 

Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota 

yang diletakkan diantara tanda baca kurung.  

 

Contoh:  

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan dan Organisasi dan Tata 

Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh  

 

Jaya Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2)  



 

22. Dasar hukum yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan zaman Hindia Belanda atau 

yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda sampai dengan tanggal 27 Desember 

1949, ditulis lebih dulu terjemahannya dalam bahasa Indonesia dan kemudian judul asli bahasa 

Belanda dan dilengkapi dengan tahun dan nomor Staatsblad yang dicetak miring diantara tanda 

baca kurung. 

 

Contoh  

Mengingat : 1.  ...;  

2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (WetboekvanKoophandel, Staatsblad 184 7: 23 );  

 

23. Cara penulisan sebagaimana dimaksud dalam nomor berlaku juga untuk pencabutan 

peraturan perundang-undangan yang berasal dari zaman Hindia Belanda atau yang dikeluarkan 

oleh Pemerintah Kolonial Belanda sampai dengan tanggal 27 Desember 1949 

 

24. Jika dasar hukum memuat lebih dari satu Peraturan Pcrundangundangan, tiap dasar hukum 

diawali dengan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya, dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.  

 

Contoh  

Mengingat : 1. ... : 

                       2. .... 

 

25. Diktum terdiri atas: 

 a. kata Memutuskan;  

b. kata Menetapkan; dan  

c. jenis dan nama Peraturan Perundang-undangan.  

 

26. Kata Memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata 

dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah marjin.  

 

27. Pada Undang-Undang, sebelum kata Memutuskan dicantumkan Frasa Dengean Persetujuan 

Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN 

REPUBLIK INDONESIA yang diletakkan di tengah marjin.  

 

ConmhUndang-Undang 

Dengan Persetujuan Bersama  

 

DEWAN PFRWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan  

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  

MEMUTUSKAN  

 

28. Pada Peraturan Daerah, sebelum kata Memutuskan dicantumkan Frasa Dengan Persetujan 

Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (nama daerah) dan GUBERNUR 



BUPATI/WALIKOTA (nama daerah), yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan 

diletakkan di tengah marjin.  

 

Contoh  

Peraturan Daerah  

 

Dengan Persetujuan Bersama  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH JAWA BARAT  

dan  

GUBERNUR JAWA BARAT  

 

MEMUTUSKAN  

 

29. kata Menetapkan dicantumkan sesudah kata Memutuskan yang disejajarkan ke bawah 

dengan kata Menimbang dan Mengingat. Huruf awal kata Menetapkan ditulis dengan huruf 

kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua.  

 

30. Jenis dan nama yang tercantum dalam judul Peraturan Perundang-undangan dicantumkan 

lagi setelah kata Menetapkan tanpa frasa Republik Indonesia, serta ditulis seluruhnya dengan 

huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik. 

 

Contoh : 

MEMUTUSKAN  

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTAPA 

PEMERINTAH PUSAT DAN  

DAERAH.  

 

31. Jenis dan nama yang tercantum dalam judul Peraturan Daerah dicantumkan lagi setelah 

kata Menetapkan tanpa frasa Provinsi, Kabupaten/Kota, serta ditulis seluruhnya dengan huruf 

kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik. 

 

 

Contoh : 

     MEMUTUSKAN 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN 

BANGUNAN 

 

32. Pembukaan Peraturan Perundang-undangan tingkat pusat yang tingkatannya lebih rendah 

daripada Undang-Undang, antara lain Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan 

Dewan Perwakilan Rakyat, Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Peraturan Dewan 

Perwakilan Daerah, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Menteri, dan Peraturan pejabat 

yang setingkat, secara mutatis mutandis berpedoman pada pembukaan Undang-Undang. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERTEMUAN 6 

 

Materi Praktek: 

Bagian Batang Tubuh Peraturan Perundang-undangan. 

 

 Bagian Batang Tubuh Peraturan Perundang-Undangan memuat semua materi muata 

Peraturan Perundang-undangan yang dirumuskan dalam pasal atau beberapa pasak. Pada 

umumnya materi muatan dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam: 

a. ketentuan umum; 

b. materi pokok yang diatur; 

c. ketentuan pidaha (jika diperlukan); dan 



d. Ketentuan peralihan (jika diperlukan); dan 

e. ketentuan penutup 

 

A. Ketentuan Umum 

 Ketentuan umum diletakkan dalam bab satu. Jika dalam Peraturan Perundang-

undangan tidak dilakukan pengelompokan bab, ketentuan umum diletakkan dalam pasal atau 

beberapa pasal awal 

Contoh 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

1. Ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal. 

Ketentuan umum berisi: 

a. batasan pengertian atau definisi; 

b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau 

c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya 

antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan 

tersendiri dalam pasal atau bab. 

Contoh batasan pengertian : 

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

keuangan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintah Daerah/Kabupaten Mimika. 

 

Contoh definisi: 

1. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, 

dan posisinya. 

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah 

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 



Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

 

Contoh singkatan: 

1. Badan Pemerikasa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara 

yang bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem 

pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses 

perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran, dan 

pelaksanaan di lingkungan Pemerintah Kota Dumai. 

 

Contoh akronim : 

1. Asuransi Kesehatan yang selanjutnya disebut Askes adalah… 

2. Orang dengan HIV/AIDS yang selanjutnya disebut ODHA adalah orang yang sudah 

terinfeksi HIV baik pada tahap belum ada gejala maupun yang sudah ada gejala. 

Frasa pembuka dalam ketentuan umum undang-undang berbunyi Dalam Undang-Undang ini 

yang dimaksud dengan  

Frasa pembuka dalam ketentuan umum peraturan perundang-undangan di bawah Udang-

Undang disesuaikan dengan jenis peraturannya. 

Jika ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim lebih 

dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka Arab dan diawali 

dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik. 

Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan 

berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya. 

Apabila rumusan definisi dari suatu Peraturan Perundang-Undangan dirumuskan kembali 

dalam Peraturan Perundang-Undangan yang akan dibentuk, rumusan definisi tersebut harus 



sama dengan rumus definisi dalam Peraturan Perundang-Undangan yang telah berlaku 

tersebut. 

Rumusan batasan pengertian dari suatu Peraturan Perundang-Undangan dapat berbeda dengan 

rumusan Peraturan Perundang-Undangan yang lain karena disesuaikan dengan kebutuhan 

terkait dengan materi muatan yang akan diatur. 

Contoh 1: 

a. Hari adalah hari kalender (rumusan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) 

b. Hari adalah hari kerja (rumusan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 

2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). 

 

Contoh 2: 

a. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum 

maupun yang tidak berbadan hukum (rumusan ini terdapat dalam Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). 

b. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum (Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman). 

 

Jika suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan 

pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraf tertentu, kata atau istilah itu diberi definisi. 

Jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali di dalam ketentuan umum 

suatu peraturan pelaksanan, maka rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam peraturan 

pelaksanaan harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat di 

dalam peraturan lebih tinggi yang dilaksanakan tesebut. 

Karena batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim berfungsi untuk menjelaskan 

makna suatu kata atau istilah maka batasan pengertian atau definisi, singkatakan, atau akronim 

tidak perlu diberi penjelasan, dan karena itu harus dirumuskan dengan lengkap dan jelas 

sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda. 



Penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan 

pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma 

yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran. 

Urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai 

beriku: 

a. Pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang 

berlingkup khusus; 

b. Pengertian yang terdapay lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan 

dalam urutan yang lebih dahulu; dan 

c. Pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan 

secara berurutan. 

B. Materia Pokok yang Diatur 

Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak 

ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal atau beberapa pasal 

ketentuan umum. 

Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang 

dijadikan dasar pembagian. 

Contoh : 

a. Pembagian berdasarkan hal atau kepentingan yang dilindungi, seperti pembagian dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: 

1. Kejahatan terhadap keamanan negara; 

2. Kejahatan terhadap martabat Presiden; 

3. Kejahatan terhadap negara sahabat dan wakilnya; 

4. Kejahatan terhadap kewajiban dan hak kenegaraan’ 

5. Kejahatan terhadap ketertiban umum dan seterusnya. 

b. Pembagian bersadarkan urutan/kronologis, seperti pembagian dalam hukum acara 

pidana, dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang 

pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, dan peninjauan kembali. 

c. Pembagian berdasarkan urutan jenjang jabatan, seperti Jaksa Agung, Wakil Jaksa 

Agung, dan Jaksa Agung Muda. 

 



 

 

 

C. Ketentuan Pidana (jika diperlukan) 

Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran 

terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau norma perintah. 

Dalam merumuskan ketentuan pidana perlu diperhatikan asas-asas umum ketentuan pidana 

yang terdapat dalam Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena ketentuan 

dalam Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan 

perundang-udangan lain, kecuali jika oleh Undang-Undang ditentukan lain (Pasal 103 Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana). 

Dalam menentukan lamanya pidana atau banyaknya denda perlu dipertimbangkan mengenai 

dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku. 

Ketentuan pidana ditempatkan dalam bab tersendiri, yaitu bab ketentuan pidana yang letaknya 

sesudah materi pokok yang diatur atau sebelum bab ketentuan peralihan. Jika bab ketentuan 

peralihan tidak ada, letaknya adalah sebelum bab ketentuan penutup. 

Jika di dalam Peraturan Perundang-undangan tidak diadakan pengelompokkan bab per bab, 

ketentuan pidana ditempatkan dalam pasal yang terletak langsung sebelum pasal atau beberapa 

pasal yang berisi ketentuan peralihan. Jika tidak ada pasal yang berisi ketentuan peralihan, 

ketentuan pidana diletakkan sebelum pasal atau beberapa pasal yang berisi ketentuan penutup. 

Ketentuan pidana hanya dimual dalam Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan 

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma 

perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang memuat norma 

tersebut. Dengan demikian, perlu dihindari; 

a. Pengacuan kepada ketentuan pidana Peraturan Perundang-undangan lain. 

Contoh : 

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan 

Administrasi Kependudukan 



 

Pasal 73 

Tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh penduduk, 

petugas, dan Badan Hukum diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 

 

b. Pengacuan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jika elemen atau unsur-unsur 

dari norma yang diacu tidak sama; atau 

c. Penyusunan rumusan sendiri yang berbeda atau tidak terdapat di dalam norma-norma 

yang diatur dalam pasal atau beberapa pasal sebelumnya, kecuali untuk undang-undang 

mengenai tindak pidana khsuus. 

d. Jika ketentuan pidana berlaku bagi siapapun, subyek dari ketentuan pidana dirumuskan 

dengan frasa setiap orang. 

Contoh 

Pasal 81 

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hal menggunakan merek yang sama pada 

keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain untuk 

barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 20, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun 

dan pidana denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). 

e. Jika ketentuan pidana hanya berlaku bagi subyek tertentu, subyek itu dirumuskan secara 

tegas, misalnya, orang asing, pegawai negeri, saksi. 

Contoh 1 : 

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika 

Pasal 143 

Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkata tindak pidana 

Narkotika dan Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana 

penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepulu) tahun dan pidana 

denda paling sendirik Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak 

Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). 

 

Contoh 2 : 

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pajak Hiburan 

 



Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan 

tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sehingga merugikan keuangan daerah dapat 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling 

banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang. 

 

Sehubungan adanya pembedaan antara tindak pidana kejahatan dan tidak pidana 

pelanggaran di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, rumusan ketentuan 

pidana harus menyatakan secara tegas kualifikasi dari perbuatan yang diancam dengan 

pidana itu sebagai pelanggaran atau kejahatan. 

Contah  

BAB V 

KETENTUAN PIDANA 

 

Pasal 33 

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal…, 

dipidana dengan pidana kurungan paling lama …  atau pidana denda paling banyak 

Rp…,00 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. 

 

Rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas kualifikasi pidana yang 

dijatuhkan bersifat kumulatif, alternatif, atau kumulatif alternatif. 

 

a. Sifat kumulatif: 

Contoh : 

Setiap orang yang dengan sengaja menyiarkan hal-hal yang bersifat sadisme, 

pornografi, dan/atau bersifat perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (7) 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling 

banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 

 

b. Sifat alternatif; 

Contoh : 

Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan penyiaran tanpa izin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 atay (1) dipidana dengan pidana penjara paling 



lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan 

ratus juta rupiah). 

 

c. Sifat kumulatif alternatif; 

Contoh : 

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) 

tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 

dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri 

atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau 

patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau 

kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang 

memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. 

 

Perumusan dalam ketentuan pidana harus menunjukkan dengan jelas unsur-unsur perbuatan 

pidana berifat kumulatif atau alternatif. 

Jika suatu Peraturan Perundang-Undangan yang memuat ketentuan pidana akan 

diberlakusurutkan, ketentuan pidananya harus dikecualikan, mengingat adanya asas umum 

dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa 

ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut. 

Contoh : 

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan berlaku surut sejak 

tanggal 1 Januari 1976, kecuali untuk ketentuan pidananya. 

Ketentuan pidana bagi tindak pidana yang merupakan pelanggaran terhadap kegiatan bidang 

ekonomi tidak dapat diatur tersendiri di dalam undang-undang yang bersangkutan tetapi cukup 

mengacu kepada Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana ekonomi, misalnya, 

Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan 

Tindak Pidana Ekonomi. 

 

Tindak pidana dapat dilakukan oleh orang-perorangan atau oleh korporasi. Pidana terhadap 

tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dijatuhkan kepada: 



a. Badan hukum antara lain perseroan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi;dan/atau 

b. Pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pimpinan 

dalam melakukan  tidak pidana. 

D. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan) 

Ketentuan Peralihan memuat menyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum 

yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang lama terhadap Peraturan 

Perundang-Undangan yang baru, yang bertujuan untuk” 

a. Menghindari terjadinya kekosoangan hukun; 

b. Menjamin kepastikan hukum; 

c. Memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan 

d. Mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara. 

 

Contoh 1 : 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 

Pasal 35 

Perjanjian Internasional, baik bilateral, regional, maupun multilateral, dalam bidang 

penanaman modal yang telah disetujui oleh Pemerintah Indonesia sebelum Undang-Undang 

ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut. 

Contoh 2 : 

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang 

Pengelolaan Area Pasar 

Pasal 18 

Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai 

dengan habis berlakunya izin. 

 

 



Contoh 3 : 

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singgini Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan 

Kesehatan Hewan. 

Pasal 38 

Orang atau Badan yang telah memiliki izin usaha pemelihataan kesehatan hewan yang telah 

ada sebelum berlakunya Peraturan Daeran ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling 

lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini. 

Ketentuan Peralihan dimuat dalam Bab Ketentuan Peralihan dan ditempatkan di antara Bab 

Ketentuan Pidana dan Bab Ketentuan Penutup. Jika dalam Peraturan Perundang-Undangan 

tidak diadakan pengelompokan bab, pasal, atau beberapa yang memuat ketentuan penutup. 

Di dalam Peraturan Perundang-Undangan yang baru, dapat dimuat ketentuan mengenai 

penyimpangan sementara atau penundaan sementara bagi tindakan hukum atau hubungan 

hukum tertentu. 

Contoh 1 

   Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara. 

Pasal 27 

Kementrian yang sudah ada pada saat berlakunya Undang-Undang ini tetap menjalankan 

tugasnya sampai dengan terbentuknya Kementria berdasarkan ketentuan dalam Undang-

Undang ini. 

 

Contoh 2 : 

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah  

 

Pasal 44 

(1) .... 



(2) Sebelum RPJMD ditetapkan, penysunan RKPD berpedoman kepada RPJMD periode 

sebelumnya.  

 

Penyimpangan sementara terhadap ketentuan Peraturan Perundangundangan berlaku juga bagi 

ketentuan yang diberlakusurutkan. 

 

Jika suatu Peraturan Perundangundangan diberlakukan surut, Peraturan Perundang-undangan 

tersebut hendaknya memuat ketentuan mengenai status dari tindakan hukum terjadi, atau 

hubungan yang ada di dalam tenggang waktu antara tanggal mulai berlaku surut dan tanggal 

mulai berlaku perundangannya.  

 

Contoh: 

Selisih tunjangan perbaikan yang timbul akibat Peraturan Pemerintah ini dibayarkan paling 

lambat 3 (tiga) bulan sejka saat perundangan Peraturan Pemerintah ini.  

 

Mengingat berlakunya asas hukum pidana, penentuan daya laku surut tidak diberlakukan bagi 

Ketentuan Pidana.  

 

Penentuan daya laku surut tidak dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan yang memuat 

ketentuan yang memberi beban konkret kepada masyarakat, misalnya penarikan pajak atau 

retribusi. 

Jika penerapan suatu ketentuan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan ditunda sementara 

bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu, ketentuan Peraturan Perundang-

undangantersebut harus memuat secara tegas dan rinci tindakan hukum atau hubungan hukum 

yang dimaksud, serta jangka waktu atau persyaratan berakhirnya penundaan sementara 

tersebut.  

 

Contoh: 

Izin ekspor rotam setengah jadi yang telah dikeluarkan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan 

Perundang-undangan Nomor .... Tahun ... tentang masih tetap berlaku untuk jangka waktu 

paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Pemerintah 

ini.  

 



Rumusan dalam Ketentuan Peralihan tidak memuat perubahan terselubung atas ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan lain. Perubahan ini hendaknya dilakukan dengan membuat 

batasan pengertian baru di dalam Ketentuan Umum Peraturan Perundang-undangan atau 

dilakukan dengan memuat Peraturan Perundang-undangan perubahan.  

 

Contoh rumusan yang memuat perubahan terselubung  

 

Pasal 35 

(1)  Desa atau yang disebut naman lainnya yang setingkat dengan desa yang sudah ada pada 

saat mulai berlakunya Undang-Undang ini dinyatakan sebagai desa menurut Pasal 1 

huruf a.  

 

Ketentuan Penutup 

1.  Ketentuan Penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Jika tidak diadakan 

pengelompokan bab. Ketentuan Penutup ditempatkan dalam pasal atau beberapa pasal 

terakhir.  

 

2.  Pada umumnya Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai: 

 a. Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Perundang-

undangan; 

 b. nama singkat Peraturan Perundang-undangan; 

 c. satus Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada, dan saat mulai berlaku 

Peraturan Perundang-undangan.  

 

3.  Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Perundang-

undangan bersifat menjalankan (eksekutif), mislanya, penunjukan pejabat; tertentu 

yang diberi kewenangan unutk memberikan izin, dan mengangkat pegawai.  

 

4.  Bagi nama Peraturan Perundang-undanganyang panjang dapat dimuat ketentuan 

mengenai singkat dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

 a. nomor dan tahun pengeluaran peraturan yang bersangkutan tidak dicantumkan; 



 b. nama singkat bukan singkatan atau akronim, kecuali jika singkatan atau akronim itu 

sudah sangat dikenal dan tidak menimbulkan salah pengertian. 

 

5.  Nama singkat tidak memuat pengertian yang menyimpang dari isi dan nama peraturan.  

  

 Contoh nama singkat yang tidak tepat : 

 (Undang-Undang tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan) Undang-Undang ini 

dapat disebut Undang-Undang tentang Karantina Hewan 

 

6.  Nama Peraturan Perundang-undangan yang sudah singkat tidak perlu diberikan nama 

singkat.  

 

 Contoh nama singkat yang tidak tepat: 

  (Undang-Undang tentang Bank Sentral) 

 Undang-Undang ini dapat  disebut Undang-Undang tentang Bank Indonesia.  

 

7.  Sinonim tidak dapat digunakan untuk nama singkat.  

  

Contoh nama singkat yang tidak tepat : 

(Undang-Undang tentang Peradilan tata Usaha Negara) Undang-Undang ini dapat 

disebut dengan Undang-Undang tentang Peradilan Admininstrasi Negara.  

 

8.  Jika materi muatan dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru menyebabkan 

perubahan atau penggantian seluruh atau sebagian materi muatan dalam Peraturan 

Perundang-undangan yang lama. Dlaam Peraturan Perundang-undangan yang baru 

harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian muatan Peraturan 

Perundang-undangan yang lama.  

 

9.  Rumusan pencabutan Peraturan Perundang-undangan diawali dengan frasa Pada saat 

...(jenis Peraturan Perundang-undangan) ini mulai berlaku, kecuali untuk pencabutan 

yang dilakukan dengan Peraturan Perundang-undangan pencabutan sendiri.  



 

10.  Demi kepastian hukum, pencabutan Peraturan Perundang-undangantidak dirumuskan 

secara umum tetapi dengan tegas Peraturan Perundang-undangan yang dicabut.  

11.  Untuk mencabut Peraturan Perundang-undangan yang telah diundangkan dan telah 

mulai berlaku, gunakan frasa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  

 

 Contoh: 

 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 

Sewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah 

 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 

tentang Sususan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Sewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 4310), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  

 

12.  Jika jumlah Peraturan Perundang-undangan yang telah dicabut lebih dari 1(satu) cara 

penulisan dilakukan dengan rincian dalam bentuk tabulasi.  

 

 Contoh : 

 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku : 

 a. Ordonansi Perburuan (Jachtsordonantie 1931, Staatsblad 1931:133); 

 b. Ordonansi Perlindungan Binatang-binatang Liar (Dierenbeschermingsodonantie 

1931, Staatsblad 1931. 134); 

 c. Ordonansi Perburuan Java dan Madura (Jachtsordonantie Java en Madoera 1940 

Staatsblad 1939; 733); dan  

 d. Ordonansi Perlindungan Alam (Natuurbescherhingsordonantie 1941, Staatsblad 

1941), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  

 

13.  Pencabutan Peraturan Perundang-undangan disertai dengan keterangan mengenai 

atatus hukum dari peraturan pelaksanaan atau keputusan yang telah dikeluarkan 

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang dicabut.  



 

14.  Untuk mencabut Peraturan Perundang-undangan yang telah diundangkan tetapi belum 

mulai berlaku, gunakan fara ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.  

 

 Contoh: 

 Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor Tahun ... tentang 

... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor ..., tambahan Lembaran   

Negara Republik Indonesia Tahun Nomor ...) ditarik kembali dan dinyatakan tidak 

berlaku.  

 

15.  Pada dasarnya Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku pada saat Peraturan 

Perundang-undangan tersebut diundangkan.  

 

 Contoh: 

 a. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 b. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 c. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

16.  Jika ada penyimpangan terhadap saat mulai berlakunya Peraturan Perundang-undangan 

tersebut pada saat diundangkan, hal ini dinyatakan secara tegas di dlaam Peraturan 

Perundang-undangan tersebut dengan  : 

 

 a. menentukan tanggal tertentu saat peraturan akan berlaku; 

    Contoh: 

    Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 2011. 

 

 b. menyerahkan penetapan saat mulai berlakunya kepada Peraturan Perundang-

undangan lain yang tingkatannya sama, jika yang diberlakukan itu kodifikasi, atau 

kepada Peraturan Perundang-undangan lain yang lebih rendah jika yang diberlakukan 

itu bukan kodifikasi.  

 Contoh : 



 Saat mulai berlakunya Undang-Undang ini akan ditetapkan dengan Peraturan Presiden.  

 

 c. dengan menentukan lewatnya tenggang waktu tertentu sejak saat pengundangan atau 

penetapan. Agara tidak menimbulkan kekeliruan penafsiran gunakan frasa setelah ... 

(tenggang waktu) terhitung sejak tanggal di =undangkan.  

 Contoh: 

 Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 

diundangkan.  

 

17.  Tidak menggunakan frasa mulai berlaku efektif pada tanggal atau yang sejenisnya, 

karena frasa ini menimbulakn ketidakpastian megenai saat berlakunya Peraturan 

Perundang-undangan yaitu saat diundangkan sati saat berlaku efektif.  

 

18.  Pada dasarnya saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan adalah sama bagi 

seluruh bagian Peraturan Perundang-undangan dan seluruh wilayah negara Republik 

Indonesia seluruh wilayah Provonsi, Kabupaten/Kota untuk Peraturan Daerah Provinsi, 

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.  

 

19.  Penyimpangan terhadap saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan dinyatakan 

secara tegas dalam : 

a. menetapkan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan itu yang berbeda saat     

    mulai berlakunya; 

 Contoh : 

Pasal 45 

      (1) Ketentuan sebagimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan        

           ayat (4) mulai berlaku pada tanggal... 

 b. menetapkan saat mulai berlaku yang berbeda bagi wilayah negara tertentu.  

 Contoh: 

       (1) Ketentuan sebagimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) mulai berlaku untuk  

            wilayah Jawa dan Madura pada tanggal ... 

 



20.  Pada dasarnya mulai berlakunya Peraturan Perundang-undangan tidak dapat ditentukan 

lebih awal daripada saat pengundangannya.  

 

21.  Jika ada alasan yang kuat untuk memberlakukan Peraturan Perundang-undangan lebih 

awal daripada saat pengundangannya (berlaku surut), diperhatikan hal sebagai berikut: 

 a. ketentuan batu yang berkaitan dengan masalah pidana, baik jenis, berat, sifat, maupun 

klasifikasinya, tidak ikut diberlakusurutkan; 

 b. rincian mengenai pengaruh ketentuan berlaku surut itu terhadap tindakan hukum, 

hubungan hukum, dan akibat hukum tertentu yang sudah ada, dimuat dalam ketentuan 

peralihan. 

 c. awal dari saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan ditetapkan tidak lebih 

dahulu daripada saat rancangan Peraturan Perundang-undangan tersebut diketahui oleh 

masyarakat, misalnya tercantum dalam Prolegnas, Prolegda, dan perencanaan 

Peraturan Perundang-undangan lainnya.  

 d. saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan, pelaksanaannya tidak boleh 

ditetapkan lebih awal daripada saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan yang 

mendasarinya.  

 e. Peraturan Perundang-undangan hanya dapat dicabut dengan Peraturan Perundang-

undangan yang tingkatannya sam atau lebih tinggi.  

 f. Pencabutan Peraturan Perundang-undangan dengan Peraturan Perundang-undangan 

yang lebih tinggi itu dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian 

materi muatan Peraturan Perundang-undangan lebih rendah yang dicabut itu.  



 PERTEMUAN 7 

MATERI PRAKTEK  

 

PENUTUP 

1. Penutup merupakan bagaian akhir Peraturan Perundang-undangan yang memuat: 

 a. rumusan perintah perundangan dan penetapan Peraturan Perundang-undangan dalam 

Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran 

Daerah Provinsi, Lembaran Daerah Kabupaten/Kota, Berita Daerah Provinsi atau 

Daerah Kabupaten /Kota.  

 b. penandatanganan pengenalan atau penetapan Peraturan Perundang-undangan; 

 c. pengundangan atau Penetapan Peraturan Perundang-undangan; dan 

 d. akhir bagian penutup. 

 

2.  Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Perundang-undangan 

dlaam Lembaran Negara Republik Indonesia yang berbunyi sebagai berikut : 

 Contoh: 

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ... (jenis Peraturan 

Perundang-undangan) ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 

Indonesia.  

 

3.  Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Perundang-undangan 

dalam Berita Negara Republik Indonesia yang berbunyi sebagi berikut : 

 Contoh: 

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan... (jenis Peraturan 

Perundang-undangan) ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 

Indonesia.  

 

4.  Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Perundang-undangan 

dalam Lembaran Daerah atau Berita Daerah yang berbunyi  sebagai berikut  

 Contoh Perauran Daerah Provinsi : 



 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.  

 

5.  Penandatanganan pengesahan atau penetapan Agar setiap orang mengetahuinya, 

memerintahkan pengundangan memuat : 

 a. tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan: 

b. nama jabatan  

c. tanda tangan pejabat; dan  

d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanapa gelar, pangkat, golongan, dan 

nomor induk pegawai.  

 

6.  Rumusan tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan diletakkkan di sebelah kanan  

 

7.  Nama jabatan dan amana pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan  

diberi tanda baca koma   

 a. Untuk pengesahan  

 Contoh : 

       Disahkan di Jakarta  

       Pada tanggal 22 Juli 2011 

          PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  

                tanda tangan  

          SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

 b. untuk penetapan  

 Contoh : 

       Ditetapkandi Jakarta  

       Pada tanggal 22 Juli 2011 

          PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  

                tanda tangan  



          SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

8.  Pengundangan Peraturan Perundang-undangan memuat : 

a. tempat dan tanggal Pengundangan: 

b. nama jabatan yang berwenang mengundangankan; 

c. tanda tangan; dan  

d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanapa gelar, pangkat, golongan, dan 

nomor induk pegawai.  

 

9.  Tempat tanggal pengundangan Peraturan Perundang-undangan diletakkan di sebelah  

kiri (dibawah penandatanganan pengesahan atau penetapan).  

 

10.  Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan 

diberi tanda baca koma. 

 Contoh : 

  

 Diundangakan di Jakarta 

 Pada tanggal 22 Juli 2011 

 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  

REPUBLIK INDONESIA 

Tanda tagan  

PATRIALIS AKBAR  

 

11.  Jika dalam waktu paling lama 30  (tiga puluh) hari Presiden tidak menandatangani 

Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama antara DPR dan Presiden, 

maka dicantumkan kalimat pengesahan setelah nama pejabat yang mengundangkan 

yang berbunyi: Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat 

(5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 

12.  Jika dalma waktu paling lama 30  (tiga puluh) hari Presiden tidak menandatangani 

Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama antara DPRD dan Gubernur 



atau Bupati/Walikota, maka dicantumkan kalimat pengesahan setelah nama pejabat 

yang mengundangakn yang berbunyi Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.  

 

13.  Pada akhir bagian penutup dicantumkan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita 

Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah Provinsi, Lembaran Daerah 

Kabupaten/Kota, Berita Daerah Provinsi atau Daerah Kabupaten /Kota beserta tahun 

dan nomor dari Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik 

Indonesia, Lembaran Daerah Provinsi, Lembaran Daerah Kabupaten/Kota, Berita 

Daerah Provinsi atau Daerah Kabupaten /Kota.  

 

14.  Penulisan frasa Lembaran Negara Republik Indonesia atau Lembaran Daerah ditulis 

seluruhnya dengan huruf kapital.  

 Contoh : 

 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ....



PERTEMUAN 8 

MATERI PRAKTEK  

 

1.  Penjelasan  

 1. Setiap Undang-Undang Peraturan Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota    

    diberi penjelasan  

 2.Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang (selain Peraturan  

   Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota) dapat diberi penjelasan jika    

   diperlukan.  

3. Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan  

atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karen aitu, penjelsan hanya menuat 

uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yan 

dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai saran untuk memperjelas norma 

dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelsan dari norma 

yang dimaksud.   

4. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturanlebih 

lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma.  

5. Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung 

terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.  

6. Naskah penjelasan disusun bersama-sama dengan penyusunan rancangan Peraturan 

Perundang-undangan. 

7. Judul penjelasan sama dengan judul Peraturan Perundang-undangan yang diawali 

dengan frasa penjelasan atas yang ditulis dengan huruf/kapital.  

 

Contoh: 

PENJELASAN  

ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 31 TAHUN 2011 

TENTANG  

TRANSFER DANA  



 

8. penjelasan Peraturan Perundang-undangan memuat penjelasan umum dan penjelsan 

pasal demi pasal.  

9. Rincian penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal diawlai dengan angka 

Romawi dan ditulis dengan huruf kapital. 

 

Contoh : 

I.  UMUM 

II.  PASAL DEMI PASAL  

 

10. Penjelasan umum mumuat uraian secara sistematis mengenai latar belakang  

pemikiran maksud, dan tujuan penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang telah 

tercantum secara singkat dalam butir konsiderans, serta asas, tujuan, atau materi 

pokok yang terkandung dalam batang tubuh Peraturan Perundang-undangan.  

11. Bagian-bagian dari penjelasan umum dapat diberi nomor dengan angka Arab, jika hal 

ini lebih memberikan kejelasan. 

 Contoh: 

 I. UMUM 

  1. Dasar Pemikiran  

       ...... 

  2. Pembagian Wilayah   

       ...... 

  3. Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintahan  

       ...... 

  4. Wilayah Administratif  

       ...... 

  5. Pengawasan   

       ...... 



12. Jika dalam penjelasan umum dimuat pengacuan ke Peraturan Perundang-undangan 

lain atau dokumen lain, pengacuan itu dilengkapi dengan keterangan mengenai 

sumbernya. 

13. Rumusan penjelasan pasal demi pasal memperlihatkan hal sebgai berikut: 

 a. tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh; 

 b. ridak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada 

dalam batang tubuh; 

 c. tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh; 

 d. tidak mengulangi uraian kata, istilah, frasa, atau pengertian yang telah dimuat di 

dalam ketentuan umum; dan/atau 

 e. tidak memuat rumusan pendelegasian 

14. Ketentuan umum yang memuat batasan pengertian atau defenisi dari kata atau istilah, 

tidak perlu diberikan penjelasan.  

15. Pada pasal atau ayat yang tidak memerlukan penjelasan ditulis frasa cukup jelas yang 

diakhiri dengan tanda baca titik (.) dan huruf c ditulis dengan huruf kapital. Penjelasan 

pasal demi pasal tidak dihubungkan walaupun terdapat beberapa pasal berurutan yang 

tidak memerlukan penjelasan.  

 

Contoh yang tidak tepat : 

Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 (Pasal 7 s/d Pasal 9) Cukup  

jelas  

 

Seharusnya : 

Pasal 7  

Cukup  

jelas. Pasal 8 

 Cukup  

jelas Pasal 9 

 Cukup jelas  



 

16. Jika suatu pasal terdiri dari bebererapa ayat atau butir tidak memerlukan penjelasan, 

pasal yang bersangkutan cukup diberi penjelasan cukup jelas, tanpa merinci masing-

masing atay atau butir.  

17. Jika suatu pasal terdiri dari bebererapa ayat atau butir dan salah satu ayat atau butir 

tersebut memerlukan penjelasan, setiap ayat atau butir dicantumkan dan dilengkapi 

dengan penjelasan yang sama.  

 

Contoh : 

Pasal 7 

  Ayat (1) 

   Cukup jelas.  

Ayat (2) 

   Ayat ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada hakim 

dan para pengguna hukum.  

Ayat (3) 

   Cukup jelas.  

Ayat (4) 

   Cukup jelas.  

18. Jika suatu istilah/kata/frasa dalam suatu pasal atau ayat yang memerlukan penjelasan, 

gunakan tanda baca petik (“...”) pada istilah/kata/frasa tersebut.  

 Contoh : 

 Pasal 25  

  Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan “persidangan yang berikut” adalah masa ssidang  

pertama DPR setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

ditetapkan  

Ayat (2) 

   Cukup jelas.  



Ayat (3) 

   Cukup jelas.  

Ayat (4) 

   Cukup jelas.  

 

II. LAMPIRAN  

1. Dalam hal Peraturan Perundang-undangan memerlukan lamiran, hal tersebut  

dinyakatan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Perundang-undangan. 

2. Lampiran dapat memuat antara lain uraian, daftar, tabel, gambar, peta dan sketsa.  

3. Dalam hal Peraturan Perundang-undangan memerlukan lebih dari satu lampiran, 

tiap lampiran harus diberi nomor urut dengan menggunakan angka romawi.  

 

Contoh :  LAMPIRAN I 

  LAMPIRAN II 

4. Judul lampiran ditulis seluruhnya dnegan huruf kapital yang diletakkan di sudut 

kanan atas tanpa diakhiri tanda baca dengan rata kiri  

Contoh  

  LAMPIRAN I 

  UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

  NOMOR ... TAHUN I 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


